
JDIH Provinsi Sulawesi Barat

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 19 TAHUN
2009 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT GERAKAN PEMBAHARUAN

KAKAO-GERAKAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO NASIONAL
(GPK-GERNAS) PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun
2009 tentang Pembentukan Sekretariat Gerakan
Pembaharuan Kakao-Gerakan Peningkatan Produksi Dan
Mutu Kakao Nasional (GPK-GERNAS) Provinsi Sulawesi
Barat telah terbit aturan yang sama sebelumnya berupa
Keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2009 sehingga perlu
dilakukan pembatalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Sulawesi Barat tentang Pembatalan Peraturan Gubernur
Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Sekretariat Gerakan Pembaharuan Kakao -
Gerakan  Peningkatan Produksi Dan Mutu Kakao Nasional
(GPK-GERNAS) Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3479);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4411);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
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Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang
Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3616);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
33/Permetan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan
Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman
Binaan Direktorat Jenderal Holtikultura;

10
.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
1643/Kpts/OT.160/12/2008 tentang Penyelenggaraan dan
Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Peningkatan
Produksi Dan Mutu Kakao Nasional;

11
.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);

12
.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun
2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34);

13
.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun
2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 35);

14
.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun
2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
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Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);

15
.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun
2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT GERAKAN PEMBAHARUAN KAKAO - GERAKAN
PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU NASIONAL (GPK-
GERNAS) PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat

2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat

3. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubenur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun
2009 tentang Pembentukan Sekretariat Gerakan Pembaharuan Kakao - Gerakan
Peningkatan Produksi Dan Mutu Nasional (GPK-GERNAS) Provinsi Sulawesi
Barat.

4. Pembatalan adalah Pembatalan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat.

Pasal 2

Membatalkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Sekretariat Gerakan Pembaharuan Kakao - Gerakan Peningkatan
Produksi Dan Mutu Nasional (GPK-GERNAS) Provinsi Sulawesi Barat, dengan
alasan pembentukan sekretariat (GPK-GERNAS) telah ditetapkan terlebih dahulu
dengan Keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Dan
Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Peningkatan Produksi Dan Mutu Kakao
Nasional di Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi
Barat Nomor 19 tentang  Pembentukan Sekretariat Gerakan Pembaharuan Kakao -
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Gerakan Peningkatan Produksi Dan Mutu Nasional (GPK-GERNAS) Provinsi
Sulawesi Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan  di   Mamuju
pada tanggal 27 Agustus 2009

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 27 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 27


